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RINGKASAN

Skripsi ini mengkaji konstruksi pengaturan ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) dalam sistem pemilu presiden di Indonesia serta
pengaruh penghapusannya terhadap kepastian hukum dalam pengaturan
pencalonan presiden dan wakil presiden. Presidential threshold merupakan
ketentuan yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi
ambang batas persentase kursi DPR atau suara sah nasional sebagai syarat untuk
dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini
pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan terus
dipertahankan hingga Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya
ketidaksesuaian antara konstruksi normatif presidential threshold dengan ketentuan
Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang tidak mensyaratkan ambang batas apapun dalam pencalonan presiden. Selama
lebih dari dua dekade, Pasal 222 UU Pemilu telah diuji konstitusionalitasnya
berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Pada 2 Januari 2025, melalui Putusan Nomor
62/PUU-XXI1/2024, Mahkamah akhirnya menyatakan Pasal 222 tersebut
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilithan Umum, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024, serta bahan hukum sekunder berupa
literatur hukum dan kajian akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa presidential threshold tidak memiliki pijakan konstitusional yang eksplisit
sehingga penghapusannya merupakan koreksi konstitusional yang sah, namun
sekaligus menimbulkan kekosongan norma teknis yang harus segera diisi melalui
revisi undang-undang pemilu.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa penghapusan presidential threshold
memberikan pengaruh yang bersifat dua dimensi terhadap kepastian hukum.
Dimensi pertama adalah penguatan kepastian hukum konstitusional: dengan
Putusan Nomor 62/PUU-XXI1/2024, Mahkamah memberikan penafsiran definitif
dan mengikat bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden dalam bentuk
apapun bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengakhiri
ketidakpastian konstitusional selama lebih dari dua dekade. Dimensi kedua adalah
tantangan kepastian hukum legislatif berupa kekosongan norma berlapis yang harus
segera diisi melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dihapuskannya Pasal 222 UU
Nomor 7 Tahun 2017 tanpa norma pengganti yang jelas menciptakan ketidakpastian
prosedural yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut; harus ada perubahan secara
jelas atau penggantinya demi kepastian hukum, maka harus ada tindak lanjut untuk
penyesuaian regulasi oleh pembentuk undang-undang. Kepastian hukum yang
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menyeluruh hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara penerimaan tafsir
konstitusional MK oleh seluruh lembaga negara dan legislasi pengganti yang jelas,
konsisten dengan konstitusi, dan tersedia selambat-lambatnya pertengahan tahun
2027.



ABSTRAK

Penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam sistem
pemilu presiden Indonesia telah berlangsung sejak Pemilu 2004 melalui tiga
generasi undang-undang dan menuai perdebatan konstitusional yang
berkepanjangan, dibuktikan dengan pengujian berkali-kali di Mahkamah
Konstitusi. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
62/PUU-XXI1/2024 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pengaturan
presidential threshold dalam sistem pemilu presiden di Indonesia sebelum dan
sesudah penghapusannya, serta menganalisis pengaruh penghapusan tersebut
terhadap kepastian hukum dalam pengaturan pencalonan presiden dan wakil
presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold memberikan
pengaruh yang bersifat dua dimensi: dimensi pertama berupa penguatan kepastian
hukum konstitusional melalui tafsiran definitif dan mengikat oleh Mahkamah, dan
dimensi kedua berupa tantangan kepastian hukum legislatif akibat kekosongan
norma berlapis yang harus segera diisi melalui legislasi pengganti yang
komprehensif, konstitusional, dan tersedia selambat-lambatnya pertengahan tahun
2027 guna memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan landasan hukum yang jelas.

Kata Kunci : presidential threshold, kepastian hukum, pencalonan presiden,

Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden.
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